
6. Undang- ... 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3480); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ; 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 3611 ); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Kota Kecil dafam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat. 

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 

NOMOR 3 TAHUN 2006 

TENT ANG 

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEOAGANG KAKI LIMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 

Menimbang :a. bahwa guna menumbuhkan ikllm usaha yang kondusif, Pemerintah Kota 
Magelang barkewajlban untuk melakukan Penataan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat ikut menjaga kebersihan, 
keindahan , kesehatan, keamanan dan ketertiban Kota Magelang; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 
5 Tahun 1988 t.entang Pe11gaturan Tempat Usaha Untuk Para Pedagang 
Kaki Lima di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I! Magelang sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perfu dicabut ; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tcrsebut diatas maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penataan dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima; 

P MERINTAH KOTA MAGELANG 
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16. Peraturan ... 

13. Peraturan Daerah Propinsi Jav .. ,a Tengah Nomor 20 T ahun 2003 tentang 
Pengelolaan Kualrtas ftjr Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas 
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132); 

14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 

15. Peraturan Oaerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 T ahun 2004 tentang Penatagunaan 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

7 l lnciAnQ l lnrlAno Nomor 1 o 1 Aht m ?00.d tAntAng P~mh11nt11kan 
P, rnturnn Pnr111,d:1no undnnonn <I ernbaron Noc~ar:.> nep11bllk indonesra 
1 hun 70l)4 Nomor 53. 1 AmhAh~n L rnbaran ,..,eg~ra Reo,Jbhv 
lndon ~10 Nornor 4 ::\8n) . 

8 l tncinr,g l lnc1nnQ Nomor :l7 TAht,n ?004 tontRng PAmArintahan Daerah 
{l omhA1 nn NC"QArA Rf'lri ,hhk tndonPc;1::1 T Aht,n ?00-1 Nomor 1 ?5 
l ~ml)nl,Ar'I I r-mbaran Nf'qRr~ HPpt,bhk lndonec:;1;::t Nnmor 4437) 
~<'hAQArmRnA tnlAt, dn,bAh dC"nQAn dengan lJndang-lJndang f'lomor 8 
1 ahun )l)Oh tf'ntanp Penetapan Peraturan Pemer1ntah Penqqant, 
Uncano-Unoanq Nomor 3 t ahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemer,ntahan Daerah 
rneruacn Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No1no1 4548), 

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 132. T ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 1 o Tambahan Lembaran Negara • 
Republik Indonesia Nomor 3373); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 63, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3529); 

6 Undong Undong Nomor ;,3 T ahun 1907 tcntang Pengelolaan 
L1 ·gkungan 1~1dup (l ornoarnn Nogara Ropubuk Indonesia Tahun 1997 
Nomor 68, T arnbal n t.cmberan Neg ra Rcpubhk mdoncsra Nomor 
3699), 

2 
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BAB II ... 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Magelang; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang; 

3. Walikota adalah Walikota Magelang; 

4. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan 
berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau 
fasilttas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan 
bergerak maupun tidak bergerak; 

5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi 
segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pertengkapannya yang 
diperuntukan bagi lalu lintas; 

6. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan 
kakl; 

7. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedla untuk 
dipergunakan oleh masyarakat secara luas; 

8. Lokasl Usaha adalah tempat-tempat yang dltunjuk oleh Walikota Magelang sebagal 
tempat berjualan di Wilayah Kota Magelang. 

9. lzin adalah izin yang ditetapkan oleh Walikota dan dlberikan kepada Pedagang Kaid 
Lima 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KOTA MAOELANO TENTANO PENATAA.N 
DAN PEMBINAAN PEOAGANG KAKI LIMA. 

Menetapkan: 

Dengan Peraetujuan Beraama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAOELANO 

dan 
WALIKOTA MAGELANO 

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 
tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Magalong (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 1999 
Nomor 11 ) sebagalmana dlubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Magelang Nomor 22 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Magelang 
Tahun 2001 Nomor 70 ); 

17 · Poraturnn Doerah Koto Mogolang Nomor 11 Tahun 2000 tentang 
Rotrlbusl Pemakolon Kek yoan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Mag lang T ahun 2000 Nomor 1 7 ) ; 
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BAB IV ... 

(1) Untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan daerah dengan 
pertimbangan yang lebih luas, Walikota dapat mengatur kemball dan atau 
memindahkan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima ke lokasi lain. 

(2) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Walikota dan 
dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada para pedagang 1 (satu) 
bulan sebelumnya. 

(3) Segala biaya yang timbul akibat pengaturan dan atau pemindahan dibebankan 
kepada Pedagang Kaki Lima. 

Pasat6 

Pasal 4 

(1) Walikota menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai tokasi usaha Pedagang Kaki 
Lima dengan mempertlrnbanqkan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, 
keindahan , keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya. 

(2) Penempatan Pedagang Kaki Lima pada masing-maslng lokasi dltentukan 
berdasarkan atas pertlmbangan sebagai berikut : 
a. macam Janis usahanya ; 

b. Jam buka (waktu berjualan) ; 
c. pertimbangan-pertimbangan lainnya. 

(3) Penataan lokasi usaha, macam jenis usaha dan waktu berjualan sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 3 
Rancang bangun atau konstruksi sarana dan prasarana usaha Pedagang Kaki Lh,t& 
harus memenuhi krlteria yang diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

BAB Ill 
KRITERIA DAN PEN ET APAN LOKASI 

Paaal2 
(1) Me~borlkan dcsar hukum bagi pelaksanaan penataan dan pemblnaan Pedagang 

Kok, Lima agar para Pedagang Kaki Lima wajib menjaga keberslhan, keindahan 
kosehatan, keamanan dan ketert,ban Kota Magefang. 

(2) Membenkan dasar hukum bagl aparat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 
penataan , pembinaan den penertiban Pedagang Kaki Lima. 

(3) Memberikan dasar hukum bagl pelaksanaan pemberdayaan, perllndungan , 
pengendalian dan pengawasan perkembangan Pedagang Kakl Lima. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
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,..... •... 

Pasal8 

Setiap Pedagang Kaki Lima yang menempati atau menggunakan lokasi usaha 
cftwajibkan : 
a. memiliki izin dan kartu ldentitas ; 
b. menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah dan 

membuangnya ketranster depo terdekat, menjaga keindahan serta keserasian tempat 
usaha; 

c. memberikan akses jalan ke bangunanltanah yang berbatasan langsung dengan jalan. 
aoabua borjualan di daerah millk jalan dan atau persil sesuai dengan kebutuhan 
pemilik bangunan atau tanah ; 

d. membongkar bangunanltenda, mengemasi dagangan dan per1engkapannya se:1a 
membersihkan lokasi tempat usaha setelah selesai berjualan ; 

e. memasang tanda bukti izin penggunaan lokasi disalah satu perlengkapan dagangan ; 
f. 11,011,bayar semua jenis pajak dan atau retnbusi sesuai ketentuan yang berlaklJ ; 
g. mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah dltentukan . 

BABV 
KEWAJIBAN , HAK DAN LARANOAN 

Pa 17 

{1) lzin ggunaan lokasi Pedegang Kaid Lima berfaku selama 2 (dua) tahun dan dap.t 
di rpanjang. 

(2) &z'ln yang telah dhrbftkan tklak dapat dlpfndahtangankan kep1de pihak lain tanpe 
izan Walikota. 

(3) Untuk oem rataan kesempatan berusaha dan menghindari terjadlnya monopoli. mak• 
kepada s tiap pemegang lzln hanya diperbolehkan menjalankan usahanya pada satu 
k>kasi saja. 

p I 

(1) S g ng K kf Lim y ng k n mnl kuk~n kt!g1 mn u h d n m nggun n 
t g tn,ana dim k ud d I m p al 4 ay t (1 ). Jib m mlllkl 1%1n 

n un n lok , d n k rh, td nt !\ d r1 W llkoto atRlJ P jab t y ng dmJnjlJi,, 

) Unh m nd p t n Ir.In nh '1• rman dim ud p de y t (1 ). P g nq ¥ kl Lim 
m n ukan ~rmohon n r, d W Ilk t u abet ng d . nfuk di I d n an 

t r t )rnng t I h dtt nh,k-.n 
) S rat d•n tata care m g fuk n lzln dlt tapkan Jeblh lanjut ofeh W•llkota. 

I 
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BAB VII ... 

Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat 
berupa: 
a. bimbingan dan penyuluhan ; 
b. bantuan permodalan ; 
c. manajernen pengelolaan usaha dan atau ; 
d. dalam bentuk lain untuk kepentingan Pemerlntah 0a ... ah. 

Pasal12 

Pemblnaan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima dllakukan oleh WaUkota. 

Pasaf 11 

BABVI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

P s11110 

(1) S ·ap Pedagang Kokt Lima dilarang : 

a ~rdagang dtluar lokosl yang telah dilontukan ; 
b. menjualbellkan dan atau memlndahkan lzln yang dlmlllkJ tanpa seizin te.tulls 

Welikota. 
c rnelakukan keglatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap atau 

bennalam pada lokasl useha: 
d. mernpertuas lokasi usaha sehingga tidak sesuai dengan izin yang tetah 

dikeluarkan ; 
e. mengt1bah rancang banqun atau konstruksi yang telah ditentukan; 
f. melakukan keglatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk 

trotoar, fasllitas umum dan atau bangunan lain sekitarnya; 
g. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, 

kelndehan, kesehatan, ketertlban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran 
lingkungan: 

h. meninggalkan perafatan ditempat usaha ; 
i. menjual minuman keras dan atau sejenisnya yang dilarang ofeh Pemertntah : 
j. melakukan kegiatan usaha yang dilaranq oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang berdagang dijalur lambat, tempat-tempat 
larangan parkir dan pemberhentian sementara . 

(3) Penetapan lokasi bagi Pedagang Kaki Lima yang menggunakan kendaraan becrr,otor 
akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

S tiap Ped g ng Kall Lim b rh k : 
a. men mp t1 loka I ynng dll7.lnk n ; 
b. m I kukan ~ Iatan usahe dflok I yt\ng i I h dhzlnkan ual ketentuan yang 

berlaku . 
c. m ndopatkan portindung n hukum t rhad p manfaatan lokasl yang t lah dllz1nkan ; 
d. m nde tk•n bukti lzln penggun en loka I. 
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•• pernenxsaan ; 
c. menyuruh berhenti seseorang dan memariksa tanda pengenal diri tersangka ; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat ; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
g. mandatangkan orang ahli yang dipertukan dalam hubungannya dengan 

pemer!ksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidil<an setelah mendapat petunjuk dari Penyidik 

POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana atau ditutup demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI 
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau 
keluarganya ; 

I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan . 

(3) Dalam ... 

Pasal15 
(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 dan 

Pasal 10 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak 

pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan 

BABIX 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal14 

(1) Setiap Pedagang Kakt Lima yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya 
me!anggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 , di pidana kurungan 
paling. lama s. (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lirna 
puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Pidan~ yan.g. dija~hkan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan 
sanksl administrasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13. 

BAB VIII 
KETENTUAN PIDANA 

Paaal13 
P 

I 
ngg ran t rhadap ket ntuan-k tontuon dalam Pasal a. Pasal 8 dan Pasel 10 

dlk no n san~I dmlnlstrnsl b rup : 

a. toguran hsan don atau tortulis bortahap 3 (tiga) kall berturut-turut · 
b. apablta teguran tidak dttaatt, maka dlkenakan sanksl ~ncabutan lzln dan 

pembongkaran paksa. 

BAB VII 
ANK I ADMINt TRA I 
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LEMBARAN DAERAH KOTA MAGE:lANG 
TAHUIII ~006 NOMOR 14 
Sen I:. l~o 1 0 

SMONO. MM 

SEKRETARIS D RAH KOTA MAGELANG 
Pelak a Tugas 

Dwndangkan d1 Magetang 
pad.a tanggal 24 Mei 2006. 

WALIKOTA MAGELANG 

'll'4P/..;;i 
H. FAHRIYANTO 

Ditetapkan di Magelang 

pada tanggal 24 Mei 2006 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inl 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. 

Pasal18 
Peraturan Daerah lnl mulal bertaku pada tanggal dlundangkan. 

Paaal17 
D ngan bertakunya Peraturan Daerah lnl, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pengaturan Tempat Usaha untuk ~ra 
Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kotamadya Daerah Tlngkat II Magelang dinyatakan tidak 
berlaku lagl. 

Paaal18 
Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah lnl sepanjang mengenal teknis 
pelaksanaannya dlatur leblh lanjut oleh Wallkota. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Penyfdlk tldak berwenang untuk melakukan 
penangkapan atau penahanan. 
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Pasal 15 ... 
9 

• 
• Pasal 5 s/d 14 

Pertimbangan-pertimbangan meliputi lokasl tertentu 
yang sudah dltentukan Wallkota. 

Cukup jelas. 

Pasal 4 ayat (1) huruf c : 

• 
• 

• . Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 1 s/d 3 

Pasal 4 ayat (1) 

fl. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Sobagai upaya untuk mowujudkan kesejanteraan masyarakat umum 

berdasarkan prlnsip demokrasl ekonoml, masyarakat Kota Magelang harus lkut 

serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa 

kemampuan Pemorintah Daerah dalam menyedlakan fasilitas tempat berusaha 

sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang 

dlsediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadl ketldak seimbangan antara 

permintaan dengan fasilitas yang tersedia . Oleh karena itu per1u diciptakan iklim 

usaha kondusif, yang dapat mendorong kegiatan usaha termasuk didalamnya yang 

dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan 

yang saling meng•Jntt1ngkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah 

persaingan yang tidak sehat, maka per1u disusun Penataan dan Pembinaan 
Pedagang Kaid Lima. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Magelang 

dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap Pedagang 

Kaid Lima dan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang seimbang, aman, tertib, 

lancar dan sehat guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan 

pengaturan, penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka per1u 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penataan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima. 

I. PENJELASAN UMUM. 

PERATURAN DAERAH KOTA MAOELANQ 

NOMOR 3 TAHUN 2008 

TENT ANO 
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAOANQ KAKI LIMA 

PENJELASAN 

ATAS 
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Cukup jeles . • 
• 

Cukup jelas . • 
• Pasal 15 ayat (2) 

sld ayat (3) 

Pasal 16 s/d 18 

P nyldlk P gewel Negorl Slpll adalah Pejabat Pegawal 
Negorl Slpil tortontu di Llngkungan Pemerlntah Daerah 
yarlg dlberl wewenang khusus oleh Undang-Undang 
untuk rnolal.ukan p<3r1yldlkan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah. 

• 
• 

Pasal 15 (1) 
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